GUBERN'UR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAF PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNG IAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAF ATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SULAWESI | TARA TAHUN ANGGARAN 2011

Menimbang

. bahwa pertanc yungjawaban pelaksanaan

DENGAN RAHMA I TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNU : SULAWESI UTARA

a. bahwa untux m laksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang lomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagait ana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Jndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kadu: Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerint han Daerah, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Pera iran Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Angc aran ?endapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakile 1 Ralkyat Daerah (DPRD) berupa laporan
Keuangan yang te' h diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (e am) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Anggaran
Pendapatan dan | zlanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu dit tapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawat n Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan /
Belanja Daerah Pr vinsi Sulawesi Utafa Tahun Anggaran 2011



Mengingat

1,

Undang-Undang N mor 47 Prp. Tahun 1860 jo Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang antara lain
Pembentukan Prc insi Daerah Tingkat | Sulawesi Utara
(Lembaran Negar: Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara ! omor 2102);

Undang-Undang i omor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Ata Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik indonesii Tahun 1887 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara | epublik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 19899  tentang
Penyelenggaraan M egara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotis ne (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3 151);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, T'ambaan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharzan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2 )04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nmor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

‘Tambahan Lemb: ran Negara Republik Indonesia Nomor

4400),

Undang-Undang lomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pei ibangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indones 3 Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang * »mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tamt than Lembaran Negara Republik Indonesie
Nomor 4437) sebe jaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengar, Urdang-' ndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



10.

11.

12,

1

14.

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

Perubahan Kedua tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Per erintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesie Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang No ror 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara F :merintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Ler baran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);
Undang-Undang Nc¢ nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

" dan Retribusi Daer h (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2009 Nom r 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Jomor 5049);

Undang-Undang Nc¢ mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perunde g-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik In lonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemeriitah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protok: ler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakile v Rakyat Daerah (Leimbaran Negara
Republik Indones 3 Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor 4416)
cebagaimana telay diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2035 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nom«r 24 Tahun 2004 tentang kedudukan
Protokoler dan K:uangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Raky.t Dazrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T.ahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik i cionesia Nomor 4540):

Peraturan Femeiintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keu ingan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik |hdonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Peraturan Pemeri tah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pem rintahan (Lembaran Negara Republk
Ingonesia Tahur 2005 Nomor 49, Tambahan Lembara
Negara Republik 1donesia Nomor 4503);



18.

18,

18.

19.

20,

21.

22,

23,

Peraturan
Pinjaman

Tahun 2005 Nomor

Pemerinte + Nomor 54

Daerah (I :mbaran Negara Republik
136, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia N« nor 4574);

Peraturan Pernerintal

Tahun 2005

tentang

Indonesia

Negara

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lemb: an Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137,
Indonesia Nomor 457 )

Informasi

Keuangan

" ambahan Lem

baran Negara Republik

Negara Republik Inac resia Nomor 4576);

Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
epublik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan

Pemerinta

(Lembaran Negara

. Peraturan Pemerintal Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2( )5 Nomor 138, Tambahan

Negara Republik
Lembaran

139, Tambahan Lem aran Negara Republik Indonesia Nomor

4577),

Peraturan

Pemerirn

h Nomor 58

Tahun 2005

tentang

Pengelolaan Keuanc in Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2 05 Nomor

Negara Republik Ind nesia Nomor 4578);

Peraturan

"Pemerin

ih - Nomor -65

Tahun 2005

140, Tambahan Lembaran

tentang

Pedoman Penyusur in dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambal in Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pelnerin ah  Noimor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pambina n cdan  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daer. 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nom r 165, Tambahan

Republik Indonesia {omor 4593);

Lembaran Negara

Peraturan Pemerintz 1 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kiner a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Nomor 25, Tambahan

Republik

Indonesiz

Lembaran Negara R
g

Peraturan
tentang

Menter:
Pedoma:

Tahun 2006

3publik Indonesia Nomor 4614):
Nomor 13 Tahun 2006

Dalam Negeri
Pengélolaan

Keuangan

Daerah

/



sebagaimana telah
Peraturan Menter!
tentang Perubahan
Negeri Nomor 13 Te
Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah ¥
2006 tentang Pokok

25. Peraturan Daerah |
2010 tentang Anc
Tahun Angg:aran 20

26. Peraturan Daerah |
2011 tentang Perut
Daerah Tahun Angg

Dengan Perse

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D#

Menetapkan

d
GUBERNUR St

MEMU1

PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWA!
PENDAPATAN DAN B
UTARA TAHUN ANGG#

fiubah beberapa Kali terakhir dengan
alam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
<edua Atas Peraturan Menteri Dalam
wun 2006 ientang Pedoman Pengelolaan

opinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun
2okok Pengelolaan Keuangan Daerah;

ovinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
laran Pendapatan dan Belanja Daerah
L f

rovinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun

than Anggaran Pendapatan dan Belanja
ran 2011;

ljuan Bersama

:RAH PROVINS| SULAWESI| UTARA
n
-AWESI UTARA

JSKAN :

>ROVINS| SULAWES| UTARA TENTANG
AN PELAKSANAAN  ANGGARAN
LANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI
RAN 2011

/



P: sal 1

(1) Pertanggungjawab: n pelaksanaan APBD berupa laporan
Keuangan memuat

a. Laporan Realis: si Anggaran,
b. Neraca;

c. Laporan Arus K s; dan

d

Catatan atas lar »ran keuangan.

(2) Laporan keuangar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan la; aran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan

badan usaha milik ¢ 1\erah/perusahaan daerah.

Pa al 2

Laporan realisasi sebagaini¢ 1a dimeksud dalam Pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2011 sebagaimar 1 berikut:

a. Pendapatan 1.365.705.443.665,00
b. Belanja 1.285.864.832.396,00

Surplus/(defis } 79.840.611.269.00
¢. Pembiayaan

- Penerimaan 109.273.479.016,00

- Pengeluaran 0,00
- Pembiayaan Netto 109.273.479.016,00 /1




Pas al 3

Uraian laporan realisasi a)ggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagaimana beriku

(1)

Selisih  anggaran

jdengan realisasi pendapatan sejumilah

Rp.26.276.357.560,0C dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendap itan setelah Rp 1.339.429.086.105,00
perubahan
b. Realisasi Rp 1.365.705.443.665,00

Selisih lebih/(kura

Selisih anggaran
Re.(167.887.732. 728,
a. Anggaran belanja
b. Realisasi
Selisih lebih/(kure

Selisih  anggaran «
Rp.184 114 090 285,
a. Surplus/(devisit):
b. Realisasi

Selisih lebih/ (kur

Selisih anggaran den
sejumlah Rp.0,20 de:
a. Anggaran penerir

setelah perubaha
b. Realisasi’

Selisih lebih/(kure

q) Rp ~ 26.276.357 560,00

dengan realisasi belanja sejumlah
)0) dengan rincian sebagai berikut:

setelah perubahan Rp 1.443.702.565.121,00

Rp 1.285.864.832.396,00

19) Re (197.937.732.728,00)

:ngan realisasi surplus/(devisit) sejumlah

J dengan rincian sebagai berikut :

rtelah perubahan Rp (104.273.479.016,00)
Rp  79.840.611.269,C0

ng) Rp 184.114.090.285,00

an realisasi penerimaan pembiayaan
jan rincian sebagai berikut:

aan pembiayaan Rp 109.273.479.0%6,00

Rp 109.273.479.016,00
g) Rp 0,00




(5) Selisih énggara dengan - - -realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumiah Rp.(.5.0 )0.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pe: jeluaran pembiayaan Rp 5.000.000.000,00
setelah perub than

b. Realisasi Rp 0,00

Selisih lebih/(I urang) Rp  (5.000.000.000,00)

(6) Selisih anggaran ¢ 2ngan realisasi Pembiayaan Neto sejumiah
' Rp.5.000.000.000 )0 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pen 2iayaan neto setelah Rp 104.273.479.016,00

perubahan
b. Realisasi Rp 109.273.479.016,00
Selisih lebih/ (i urang) Rp  5.000.0000.000,00

>asal 4

Neraca sebagaimana dim ksucd pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember
Tahun 2011 sebagai berik it :

a. Jumlah asset Rp 2.602.141.418.546 96
b. Jumlah kewajiban Rp 34.707.729.412,04
c. Jumlah ekuitas dana Rp 2.567.433.689.134,92

Pasal 5

Laporan arus kas sebagai 1ana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk

tahun yang berakhir sa wpai dengan 31 Desember tahun 2011
sebagaimana berikut :

a. Saldo kas awal per 1 J: wari 2011 Rp 112.740.681.652,C0

b.  Arus kas dari aktivitas ¢ »erasi Rp 311.654.592.381.00 ///

o} Arus kas dari aktvitas ir estasi aset non Rp (231.813.981.112,00) /
Keuangan



d.  Arus kas dari aktivitas F
e.  Arus kas dari aktivitas n
Saldo Akhir Kas di BUD
Saldo Akhir Kas di Bendal

=

Saldo Akhir Kas di Bendat

0 - «

Saldo kas akhir per 31 {

Pa

" ‘Catatan atas laporan kel
huruf d tahun anggaran 20°
maupun kualitatif atas pos-f

Pa

Pertanggungjawaban pelaks
Pasal 1 tercantum dalam La

a-  Lampiran |  Lar

Lampiran 1.1 Rin
me
org

Lampiran 1.2 Rin
ured
per

Lampiran 1.3 . Ret
dae
org.

Lampiran 1.5 . Daf
jabe

Lampiran 1.6 . LCaf

Lampiran 1.7 . Daf

mbiayaan Rp 0,00
nanggaran Rp 6.744.431.140,00

Rp 199.325.724.061,00
ra Pengeluaran  Rp 334.137.238.,00
ira Penerimaan Rp 42.969.700,00

ssember 2011 Rp  199.702.830.999,00

als

ingan sebagaimana dimaksud Pasal 1
I memuat informasi baik secara kuantitatif
)s laporan Keuangan

al 7

inaan APBD sebagaimana dimaksud pada
wpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

oran realisasi anggaran

t
tkasan laporan realisasi anggaran
urut urusan pemerintahan daerah dan
inisas i

iian laporan realisasi anggaran menurut
an pemerintahan daerah, organisasi,
lapatan, belanja dan pembiayaan;

apitulasi  realisasi . anggaran belanja
ah menurut urusan pemerintahan daerah,
nisasi, program dan kegiatan;

ar jumlah pegawai per golongan per
tan;

¥ piutang daerah; '

i penyertaan mocial (investasi) daerah %



Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran 1.11

Lampiran 1.12

b. Lampiran |

c. Lampiran Il

d. Lampiran IV

f

Lampiran laporan keuan:

ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja terca
ini, ,

b. Ikhtisar laporan keuar

aftar realisasi penambahan dan
engurangan aset tetap daerah;

aftar realisasi penambahan dan
engurangan aset tetap daerah

aftar  kegiatan-kegiatan yang belum
iselesaikan  sampai akhir tahun dan

langgarkan kembali dalam tahun anggaran
arikutnya;

aftar dana cadangan daerah; dan

| aftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

eraca
aporan Arus Kas

atatan Atas Laporan Keuangan

1sal 3

an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tum dalam Lampiran V peraturan daerah

jan badan usaha milik daerah/perusahiaan

daerah tercantum dalar » Lampiran VI peraturan daerah ini.

FPisal 9

Gubernur Sulawesi Utara

menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perijabaran Pertanggungj: vaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Prov
sebagai rincian lebih lan
Anggaran Pendapatan dan

1si Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2011

ut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Belanja Daerah.



Pasal 10

Peraturan Daerah ini n Jlai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetat iinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Caerah ini dengan penempatannya alam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 |oiober g012

GUBERNUR SULIAWESI UTARA,

ARUNDAJANG

S. R. MOKODONGAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWES UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4



